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KATA PENGANTAR 

When we dream alone, it is just a dream 

When we dream together, it is the dawn of reality 

(Bila kita bermimpi sendiri, memang ia hanyalah sebuah mimpi 

Bila kita bermimpi bersama, Itulah awal dari satu kenyataan) 

 

Penulisan tesis ini berangkat dari ketertarikan sekaligus keprihatinan penyusun terhadap 

situasi keadilan sosial yang terjadi di bumi pertiwi dewasa ini. Keadilan sosial menjadi gaung 

yang tidak bergema baik di negara Indonesia maupun di dalam gereja sendiri. Hampir seluruh 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, namun ternyata agama tidak menjamin 

moral seseorang. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan di bidang ekonomi dan hukum menjadi 

realita yang bisa disaksikan dengan mata telanjang.  Gereja dan negara Indonesia memiliki dasar 

keadilan sosial, yang seharusnya menjadi pedoman dan tolok ukur bagi perwujudan keadilan 

sosial di Indonesia. Itulah sebabnya,  penyusun memilih topik tentang keadilan sosial guna 

bermanfaat bagi menciptakan kesejahteraan umat dan masyarakat guna mewujudkan keadilan 

sosial. Kutipan nyanyian dari Brasilia di atas kiranya dapat mewakili kerinduan penyusun akan 

perlu dan pentingnya komitmen bersama guna mewujudkan suatu keadilan sosial. 

Penyusun sadar bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang 

telah mendukung penyusun selama ini. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan terima 

kasih kepada: 

- Yesus Kristus Sang Gembala Agung, sumber inspirasi bagi penegakan keadilan dan 

kebenaran yang senantiasa memimpin, menyertai dan berjalan bersama penyusun sampai 

detik ini dan selama-lamanya. 

- Rosida Br. Karo, selaku ibu yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan bagi penyusun 

yang dalam statusnya sebagai single parent tetap berjuang tanpa lelah dan senantiasa 

mendukung penyusun dalam setiap untaian doa-doanya. Evan Hizkia Ginting, Andreas 

Ginting dan Enos Endardy Ginting yang mendukung penyusun dalam setiap nasehat dan 

celotehannya sebagai adik-adik. Mereka adalah sumber motivasi, inspirasi dan kekuatan 

penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. 

- Pdt. Robert Setio dan Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia menyediakan waktu di tengah kesibukan mereka untuk membimbing dan 

bertukar pikiran dengan penyusun selama proses penulisan tesis ini. 
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- Prof. J. B. Banawiratma dan keluarga yang telah menjadi orang tua dan “teman” bagi 

angkatan 2013 selama menempuh studi di tempat ini. Terima kasih atas kebersamaan, 

motivasi, dukungan dan perhatian yang selalu ditunjukkan bagi kami. 
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memelihara kebersamaan meskipun kelak kita akan terpisah oleh jarak dan waktu. 

- Kelompok Teologi Karo (Kelto) UKDW yang sudah menjadi tempat bagi penyusun 
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Tetap berjaya dengan segala kegiatan-kegiatan yang positif yang membangun 
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ABSTRAK 

Keadilan sosial merupakan butir dari sila kelima Pancasila yang sekaligus menjadi landasan 

hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Namun faktanya, keadilan menjadi barang yang langka 

karena  justru ketidakadilan sosial-lah yang meraja di negeri ini. Dengan mata telanjang kita 

dapat menyaksikan bagaimana kesenjangan sosial yang begitu jauh antara orang kaya yang 

menikmati kemewahan hidupnya tinggal diantara orang miskin yang berjuang mati-matian untuk 

mempertahankan hidupnya. Ketidakadilan ekonomi yang membuat orang miskin dan tak berdaya 

semakin terjepit serta hukum yang memihak para penguasa dan tidak lagi memperjuangkan 

keadilan dan kebenaran sebagiamana mestinya menjadi fenomena ketidakadilan sosial di 

Indonesia saat ini.  

Mubyarto menekankan keadilan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila yang ia yakini 

menjadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Tanpa keadilan ekonomi maka keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat tidak akan terwujud. Sedangkan Amos menekankan keadilan di bidang 

hukum. Amos mengecam sistem peradilan yang korup yang tidak menjunjung tinggi nilai 

kebenaran, tetapi justru menjadi tempat dimana kebenaran dan keadilan diperjualbelikan. Untuk 

itu Amos menekankan konsep keadilan sosial yang berbasis pada keadilan hukum. Bagi Amos 

orang yang beriman pada Allah yang bersifat adil dan benar seharusnya menjadi pelaku-pelaku 

keadilan dan kebenaran. Amos menyerukan pertobatan secara nasional, siapa yang mau selamat 

maka ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan menjauhi kejahatan. Mewujudkan 

keadilan sosial bukanlah sebuah peringatan tetapi keharusan untuk beroleh hidup. Jika keadilan 

sosial Mubyarto dan Amos didialogkan diharapkan dapat membentuk sebuah konsep keadilan 

sosial yang tepat guna perwujudan keadilan sosial di Indonesia saat ini. 

Kata Kunci: Keadilan, Keadilan Sosial, Ketidakadilan, Pancasila, Sistem Ekonomi Pancasila, 

Mubyarto, Amos, Kitab Amos.  

Lain-lain: 

x + 134 hal; 2015 

93 (1947-2014) 

Dosen pembimbing: Pdt. Robert Setio, Ph.D 

  Pdt. Prof. Dr.(h.c). E. Gerrit Singgih Ph.D 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latarbelakang Masalah 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu sila yang menjadi 

landasan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. Butir ke lima yang termaktub dalam Pancasila 

tersebut merupakan bagian dari ideologi dan landasan hidup negara Indonesia. Namun, faktanya 

masalah ketidakadilan merupakan salah satu persoalan yang cukup krusial di negara ini. 

Berbagai ketimpangan sosial ekonomi semakin mencolok. Masyarakat yang tidak mampu 

semakin sulit mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasarnya seperti pekerjaan, kesehatan, 

pendidikan, tempat tinggal yang layak dan keadilan hukum. 

Saat ini Indonesia dilanda suatu fenomena yang memprihatinkan di tengah upaya 

demokratisasi yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat di mana beberapa waktu 

belakangan Indonesia acap kali dihadapkan pada berbagai fenomena ketidakadilan yang 

mengiris hati. Seperti hukum yang tidak memihak masyarakat kecil, maraknya praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme, berkeliarannya mafia kasus di institusi-institusi penegak hukum, 

penggelapan pajak, penyalahgunaan kekuasaan, praktik jual beli kasus, sampai vonis hukuman 

pengadilan yang tidak adil antara mereka yang kaya dengan yang tidak punya.  

Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun 

bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka 

dengan tuntutan hukum. Kasus Nenek Minah asal Banyumas yang divonis 1,5 bulan kurungan 

karena mencuri tiga buah kakao adalah salah satu contoh ketidakadilan hukum di Indonesia. 

Sangat mudah menjerat hukum terhadap Nenek Minah, gampang sekali menghukum seorang 

yang hanya mencuri satu buah semangka, begitu mudahnya menjebloskan ke penjara suami-istri 

yang kedapatan mencuri pisang karena keadaan kemiskinan. Namun demikian sangat sulit dan 

sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para koruptor dan pejabat yang tersandung masalah 

hukum di negeri ini. Fakta ini sangat diskriminatif dan memalukan sistem hukum dan keadilan di 

Indonesia. 

Ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin, 

antara yang berkuasa dan dibiarkan berbuat apa saja dan mereka yang setiap hari sibuk mencari 

sesuap nasi untuk menyambung hidupnya dan kerap kali menjadi korban tindakan sewenang-
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wenang, mengandung benih perpecahan, ketegangan dan pertentangan, yang mengancam 

keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya.1 Guna mengantisipasi hal yang demikian, 

maka Negara Indonesia dibangun atas dasar keadilan sosial.2 Keadilan sosial mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam setiap masyarakat, baik kecil maupun besar, bahkan di 

Indonesia hal itu diakui secara eksplisit. Keadilan sosial bukan saja dinyatakan sebagai salah-

satu sila dasar negara di samping keempat sila lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagai 

tujuan yang harus dicapai oleh negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita kenegaraan (staatsidee) dan cita-cita hukum 

(reichtsidee), yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.3 Lima dasar 

negara terdapat di dalam Pembukaan alinea keempat, akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat 

secara eksplisit, namun secara ideologis dasar negara yang lima itu adalah Pancasila.4 

Berbicara mengenai keadilan sosial maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keadilan 

ekonomi. Mubyarto mengemukakan bahwa di Indonesia ada sistem ekonomi yang dualistik, 

yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi tradisional.5 Bagi Mubyarto untuk bisa 

mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila, diperlukan suatu sistem ekonomi yang 

dijiwai ideologi Pancasila, suatu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama dan yang 

berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.6 

Mubyarto menegaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah anti kapitalisme, tetapi 

merupakan suatu planned-economy, ekonomi berencana.7 Rencana tersebut adalah sebagai 

produk dari usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama ini diartikan koperasi. 

Dalam hal ini Mubyarto menggunakan pemikiran Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia 

dalam mengembangkan teorinya. Sosialisme Bung Hatta-lah yang dirumuskan sebagai suatu 

tuntutan jiwa dan kemauan mendirikan masyarakat adil dan makmur serta bebas dari penindasan. 

Dasar dari sosialisme Indonesia menurut Hatta adalah gotong royong sosial seperti terdapat 

dalam tradisi bangsa.8 

                                                            
1 Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 23 
2 Dipoyudo, h. 23-24 
3 “Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara” dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 

(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h. 44 
4 Lih. Empat Pilar, h. 43-45 
5 Mubyarto, “Dualisme Sistem Perekonomian Indonesia: Sistem Kapitalis dan Tradisional berjalan 

sekaligus”, Monitor, No.4 (Tahun IV, Agustus-September 1981), h. 8-9  
6 Mubyarto, h. 9 
7 Frans Seda, “Ekonomi Pancasila”, Monitor, No.4, h. 49 
8 Seda, h. 52 
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Jika Mubyarto mengemukakan mengenai ekonomi Pancasila, maka sebelumnya 

Mohammad Hatta sudah mengembangkan ekonomi sosiologi. Sosiologi yang dimaksudkan oleh 

Hatta adalah suatu pertumbuhan perekonomian dalam sejarah yang ditinjaunya, dalam hal ini ia 

menggunakan teori-teori tingkatan dan teori tersebut adalah metode daripada ekonomi sosiologi.9 

Hatta menggunakan pemikiran Karl Marx sebagai pencipta teori tingkatan dalam 

mengembangkan ekonomi sosiologinya. Dalam pandangan Marx, masyarakat adalah suatu 

organisme (tubuh) yang hidup, yang berkembang menurut garis dan hukum yang tertentu.10 

Marx melihat masa kemajuan perekonomian itu bukan pada bangunannya tetapi pada tenaga 

yang menimbulkan perubahan itu dalam masyarakat.11 Dalam pandangan Marx, perjuangan 

kelas adalah motor perkembangan masyarakat dan ia mengakui bahwa ada pengaruh timbal balik 

antara keadaan ekonomi dan ideologi.12 

Pemikiran Marx menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu 

ekonomi, dan filsafat kritis. Marx dengan keras mengkritik kaum kapitalis yang menumpuk 

kapital dalam jumlah yang besar.13 Harta bertumpuk-tumpuk di tangan beberapa orang, 

sementara di waktu yang sama terdapat golongan yang tak punya, yang jumlahnya semakin lama 

semakin besar, yaitu kaum proletar (bnd. Amos 2:6-7; 5:14-15; 8:4-6). Karena konkurensi yang 

semakin hebat antara golongan majikan, harga pun turun dan bersama dengan itu upah turun 

pula. Kemelaratan dalam kalangan buruh bertambah besar, sehingga timbullah dalam masyarakat 

verelendung atau kesengsaraan hidup. Kritik yang disampaikan Marx kurang lebih memiliki 

persamaan dengan kritik para nabi khususnya nabi Amos terkait dengan ketidakadilan yang 

terjadi di masanya.  

Situasi yang paling mencolok pada zaman Amos adalah kesenjangan sosial-ekonomi. 

Ada jurang pemisah yang sangat besar antara yang kaya dan miskin atau antara yang berkuasa 

dan rakyat jelata atau antara imam-imam yang bekerja di Bait Allah (di Betel) dan umat.14 

Kekayaan dan kekuasaan menggumpal hanya pada segelintir orang saja. ‘Orang kaya semakin 

kaya, orang miskin semakin miskin’. Orang miskin bukan saja ditindas, melainkan juga dibebani 

                                                            
9 Mohammad Hatta, Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 17 
10 Hatta, h. 14 
11 Hatta, h.14-15 
12 Hatta, h. 94-98 
13 Frans Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 3-5 
14 Eka Darmaputra, Mencari Allah: Pemahaman Kitab Amos Tentang Mencintai Keadilan dan Kebenaran, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), h. 8 
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pajak yang tinggi.15 Amos melihat semua ini sebagai suatu penyakit sosial yang sangat 

mengancam kehidupan seluruh masyarakat.  

Di satu pihak, ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi 

dibayangkan kekayaannya, tetapi di sisi lain, ada rakyat jelata yang juga tidak bisa dibayangkan 

kemiskinannya. Sesungguhnya, Amos melihat  kondisi ini bukan hanya menyangkut masalah 

sosial ekonomi saja, melainkan juga masalah iman, hubungan manusia dengan Allah dan 

sesamanya.16  Menurut pandangan Amos, memperkosa hak sesama manusia berarti memperkosa 

perjanjian dengan Tuhan.17 Meskipun nabi Amos mengecam ibadat curang yang tidak berjiwa 

(4:4-5; 5:21-26), namun sesungguhnya ia terutama mencela para kalangan atas yang 

memperkosa keadilan dalam masyarakat, serta melakukan penindasan dan pemerasan terhadap 

rakyat jelata (2:6-8; 3:9; dst). Keberdosaan Israel secara konkret adalah pelanggaran terhadap 

keadilan dan kebenaran. Dalam Am 5:9-13, daftar pelanggaran ini dirinci: kebencian terhadap 

kritik, menginjak si lemah dengan pajak yang bukan-bukan, makan suap dan mengesampingkan 

orang miskin.18 

Melalui analisa sejarah pemikiran seperti di atas, penyusun memiliki dugaan bahwa ada 

keterkaitan antara konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan konsep keadilan sosial kitab 

Amos. Oleh sebab itu dalam tulisan ini, penyusun memfokuskan diri untuk mencari keterkaitan 

konsep keadilan sosial menurut Mubyarto dengan konsep keadilan yang terdapat dalam kitab 

para nabi, khususnya Amos. Dalam hal ini penyusun akan menarik benang merah pemikiran dari 

beberapa tokoh yang dimulai oleh Mubyarto sampai pemikiran mengenai keadilan sosial yang 

begitu kuat dalam gema kitab Amos. 

 

II. Pertanyaan Tesis 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dalam penyusunan tesis ini 

penyusun mengemukakan pertanyaan mendasar untuk diteliti, yaitu: 

Bagaimana keterkaitan konsep keadilan sosial Pancasila menurut Mubyarto dengan 

konsep keadilan sosial dalam kitab Amos? 

                                                            
15 Sostenis Nggebu, Dari Taman Eden Sampai ke Bait Allah,(Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003) h. 208 
16 Darmaputra, h. 8-9 
17 C. Groenen, Pengantar ke dalam Perjanjian Lama,(Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 286 
18 E. Gerrit Singgih, “Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup!: Refleksi berdasarkan Amos 5:6a mengenai 

panggilan Gereja dalam era Reformasi” dalam Amos dan Krisis Fundamental Indonesia: Dua Buah Tinjauann 
Teologis dari Duta Wacana, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000), h. 9 
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Hal ini menarik untuk diteliti sebab “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

merupakan bunyi dari salah satu butir Pancasila yang telah menjadi landasan dan ideologi negara 

Indonesia. Namun faktanya keadilan sosial menjadi suatu utopia bagi banyak rakyat Indonesia. 

Dalam kitab Perjanjian Lama, tema keadilan sosial juga disuarakan cukup keras oleh para nabi, 

karena dalam realitanya kehidupan umat jauh dari keadilan. Oleh sebab itu penyusun hendak 

mencari keterkaitan konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan konsep keadilan sosial kitab 

Amos guna menemukan konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan cita-cita keadilan 

sosial di Indonesia. 

 

III. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kedekatan konsep keadilan 

sosial yang termuat dalam Pancasila menurut Mubyarto dengan konsep keadilan sosial dalam 

kitab Amos jika dilihat dari sejarah pemikiran ide. Dengan demikian dapat direkonstruksi sebuah 

konsep keadilan sosial yang relevan bagi bangsa Indonesia saat ini. Konsep keadilan sosial 

dalam Pancasila dan kitab Amos lahir dari pergumulan konteks masing-masing. Oleh sebab itu, 

melalui penelitian ini penyusun berharap akan menemukan keterkaitan keadilan sosial dalam 

Pancasila yang lahir dari pergumulan bangsa Indonesia saat itu dengan kitab Amos, agar 

menghasilkan pemahaman keadilan sosial yang berguna untuk mewujudkan cita-cita keadilan 

sosial di Indonesia. 

 

IV. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu secara akademik dalam 

bidang Biblika Perjanjian Lama di kampus UKDW. Bermanfaat pula bagi gereja dan warga 

negara dalam rangka mewujudkan bersama konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

V. Fokus dan Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan penelitian pada proses menemukan 

keterkaitan antara konsep keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima Pancasila menurut 

Mubyarto dengan konsep keadilan sosial kitab Amos berdasarkan sejarah pemikiran ide. 
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VI. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode sejarah pemikiran ide untuk 

melihat keterkaitan konsep atau ide dari beberapa tokoh dengan menyadari bahwa teori yang ada 

sekarang berasal dari teori sebelumnya. Dalam hal ini penyusun akan meneliti orang, lokasi, 

kelompok dan konsep-konsep pemikiran yang ia kemukakan terkait dengan masalah keadilan 

sosial. Penyusun akan meneliti beberapa tokoh guna mencari pokok pikirannya mengenai 

keadilan sosial. Adapun urutan pemikiran tokoh yang akan diteliti adalah Mubyarto, Mohammad 

Hatta, Karl Marx dan Amos. Penyusun akan menggunakan metode sejarah pemikiran ide untuk 

melihat keterkaitan konsep atau ide tokoh-tokoh tersebut, dengan menyadari bahwa teori yang 

ada sekarang berasal dari teori sebelumnya.  Dengan demikian, penelitian ini akan dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan (library research).  

Tanpa mengabaikan metode eksegetis lainnya, penyusun akan menggunakan metode 

historis-kritis untuk meneliti kitab Amos guna mencari makna konsep keadilan sosial di 

dalamnya. Metode historis kritis ini akan membantu untuk menemukan “sejarah di dalam teks" 

dan “sejarah dari teks”. Namun pada tulisan ini, penyusun akan lebih fokus pada penelitian 

“sejarah dari teks”, yang lebih memuat riwayat atau sejarah teks itu sendiri: bagaimana teks itu 

muncul, mengapa, di mana, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana, siapa penulisnya dan 

untuk apa ditulis, disusun, disunting, dihasilkan dan dipelihara; mengapa sampai teks itu ditulis, 

lalu hal apa saja yang mempengaruhi kemunculan, pembentukan, perkembangan, pemeliharaan 

dan penyebarluasannya.19 Metode historis-kritis yang dimaksudkan tidak hanya mengandalkan 

penulis awal tetapi juga editor-editornya. 

 Setelah itu, penyusun akan mencoba menemukan keterkaitan antara keadilan sosial 

dalam Pancasila dengan keadilan sosial Amos. Untuk membantu penyusun dalam kajian 

eksegetis ini, maka penyusun akan mencari dan menggunakan data-data yang berkaitan dengan 

masalah “Keadilan Sosial” melalui buku-buku literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya dan 

mengkaji data-data tersebut secara kritis dialogis. 

 

VII. Teori 

Untuk meneliti konsep keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila dan Amos, 

penyusun akan menggunakan teori sejarah pemikiran ide. Dalam hal ini penyusun akan 

                                                            
19 John H. Hayes & Carl R. Holladay, Pedoman Penafsiran Alkitab, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 52 
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menganalisa teori keadilan sosial dari beberapa tokoh dengan menyadari bahwa teori yang ada 

sekarang berasal dari teori sebelumnya ditambah dengan konteks sekarang. Penyusun 

menggunakan teori keadilan John Rawls dan beberapa teori keadilan lainnya untuk melihat 

makna keadilan secara umum, yang kemudian akan dipertajam pada pemahaman keadilan sosial. 

Teori keadilan sosial menurut Mubyarto menjadi dasar untuk menggali makna keadilan sosial 

dalam Pancasila. Di samping itu penyusun juga akan menganalisa keadilan sosial menurut nabi 

Amos berdasarkan pesan yang terdapat dalam kitab Amos. Sehingga pada akhirnya teori 

keadilan sosial Pancasila menurut Mubyarto akan dapat didialogkan dengan teori keadilan sosial 

Amos guna mendapatkan konsep keadilan sosial yang relevan bagi bangsa Indonesia saat ini. 

a. Keadilan Sosial dalam Pancasila Menurut Mubyarto 

Dalam dunia ilmu ekonomi modern, dewasa ini dikenal dua sistem ekonomi yang 

dominan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.20 Tetapi harus diakui 

bahwa variasi di antara kedua sistem ekonomi tersebut, amat besar. Sistem ekonomi yang 

berlaku di Indonesia dewasa ini mengandung unsur-unsur yang kuat dari sistem pasar bebas yang 

kapitalistik. Walaupun pendapat ini banyak dibantah karena besarnya campur tangan pemerintah 

dalam setiap kegiatan ekonomi, dan karena adanya perencanaan sentra yang kuat dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun pengalaman menunjukkan bahwa 

unsur-unsur pasar bebas lebih menonjol di Indonesia. 

Seperti yang ditegaskan oleh Soekarno bahwa keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari 

keadilan ekonomi. Oleh sebab itu sistem ekonomi Indonesia akan sangat menentukan sejauh 

mana prinsip keadilan sosial telah dilaksanakan. Apakah sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau 

tidak. Berbicara mengenai sistem ekonomi nasional Indonesia, seyogyanya disadari bahwa 

bangsa Indonesia sudah mempunyai (sub) sistem ekonomi dan sub sistem budaya yang 

merupakan “aturan main” para pelakunya. Menurut Mubyarto hal inilah yang kadang-kadang 

dilupakan.21 Apabila bangsa Indonesia sudah sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai 

ideologi referensi, maka taraf perkembangan pengetahuan bangsa, dan unsur-unsur lainnya, 

masih harus dianggap ikut menentukan bekerjanya sistem ekonomi. Namun hal ini akan tampak 

lebih sulit lagi bila Pancasilanya sendiri sebagai ideologi masih memerlukan proses penghayatan 

dan pengamalan dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia.22 

                                                            
20 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 214  
21 Mubyarto, h. 214 
22 Mubyarto, h. 215 
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Mubyarto dalam pengukuhan Gurubesarnya mengatakan bahwa “di satu pihak kita tidak 

ragu-ragu lagi bahwa sistem perekonomian kita adalah sistem perekonomian Pancasila. Tetapi di 

pihak lain kenyataan-kenyataan dan kecenderungan-kecenderungan yang kita amati cukup 

merisaukan karena ciri-ciri yang ingin kita lihat dalam sistem perekonomian Pancasila tidak 

selalu nampak makin jelas, tetapi kadang-kadang bahkan kita rasakan semakin kabur.”23 

Menurut Emil Salim sistem ekonomi bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut 

suatu negara, sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai 

dengan paham ideologi yang dianutnya.24 

Sistem ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan, dan lebih mengutamakan kemakmuran 

masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang.25 Dalam ketetapan MPR mengenai P4 tahun 

1978, tampaklah bahwa sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila, yang disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan, mengandung prinsip-prinsip 

pemanfaatan hak milik yang merupakan “anjuran” atau norma-norma perilaku manusia sebagai 

berikut26: 

1. Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. 

2. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan 

3. Adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta 

menghormati hak-hak orang lain, 

4. Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang 

lain, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan untuk kehidupan yang bersifat mewah, 

atau perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan dan merugikan kepentingan 

umum.  

Wilopo menyatakan pendapatnya bahwa ciri pokok ekonomi Indonesia adalah “anti-

liberalisme,” artinya suatu sistem ekonomi yang tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh 

manusia, tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah, dan tidak 

menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan.27 Ekonomi anti-liberal tidak 

bermotif pada keuntungan perseorangan tetapi pada motif melayani kepentingan masyarakat. 

                                                            
23 Mubyarto, h. 214-215 
24 Sri-Edi Swasono, “Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia” dalam Khazanah 

Pemikiran Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 185 
25 Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980), h. 74 
26 Mubyarto, Ekonomi, h. 215-216 
27 Mubyarto, Ilmu Ekonomi, h. 78 
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Hak milik perseorangan diakui tetapi berfungsi sosial, artinya penggunaannya harus jangan 

sampai merugikan kepentingan umum.28  

Menurut Mubyarto ada lima ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila yang perlu digarap, 

diolah, dikembangkan dan ditumbuhkan. Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi 

merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. 

Kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral. Ketiga, ada 

kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial egalitarianisme, di 

mana rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku ekonomi dalam segala tindak-tanduknya. 

Keempat, prioritas kebijakan ekonomi yaitu penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, 

yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Kelima, adanya imbangan yang 

jelas dan tegas, antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan 

kegiatan ekonomi.29 

Sistem ekonomi yang berkeadilan sosial yang berdasarkan ideologi nasional Pancasila, 

hanya akan benar-benar terwujud apabila setiap anggota masyarakat sudah benar-benar 

melaksanakan semua asas Pancasila secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.30 Sistem ekonomi 

Pancasila yang berkeadilan sosial ini merupakan  salah satu sistem ekonomi yang ditawarkan 

oleh Mubyarto untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang 

dapat dipakai untuk mewujudkan konsep keadilan sosial menurut Pancasila. 

b. Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos 

Keadilan sosial merupakan pesan yang sangat kuat dalam kitab Amos. Kata keadilan 

dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari kata tsedaqah (keadilan substansial) dan misphat 

(keadilan prosedural: melanggar prosedur yang ada) yang arti sebenarnya berarti keadilan, tetapi 

King James Version (KJV) menerjemahkannya menjadi kebenaran. Keduanya harus dilihat 

sebagai satu kesatuan, yaitu cara melihat keadilan. Namun, masing-masing tokoh biasanya akan 

menggunakan sepasang kata lainnya untuk menerjemahkan keadilan. Stephen Charles Mott, 

misalnya, ia bertolak dari dua kata dasar mengenai keadilan, yakni tsedeqah dan dikaiosune 

untuk menerjemahkan kata keadilan dan kebenaran.31 Keadilan secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai upaya bagaimana mendistribusikan kebutuhan bagi orang lain. Stephen Charles Mott 

                                                            
28 Mubyarto, Ilmu, h. 78-79 
29 Mubyarto, Dualisme Sistem, h. 9-10 
30 Mubyarto, Ekonomi Pancasila, h. 217 
31 Bruce C. Birch, Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics, and Christian Life, (Louisville: John 

Knox, 1991), h. 152-157 
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mempergunakan dua istilah bagi keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan retributif.32 

Mott menempatkan keadilan distributif untuk keuntungan dan keadilan retributif untuk tuntutan. 

Keadilan distributif sebagaimana dikatakan oleh Rawls adalah keadilan bagi mereka yang paling 

tidak beruntung. Artinya, Allah memberi kepada orang miskin karena mereka membutuhkannya. 

Namun di sisi lain, Allah juga menuntut di hadapan hukum ketidaktaatan umat.33 Dari sudut 

penataan ekonomi, konsepsi keadilan Rawls menuntut suatu basis ekonomi yang fair melalui 

sistem perpajakan yang proporsional dan sistem menabung yang adil sehingga memungkinkan 

terwujudnya distribusi yang adil pula atas semua nilai dan sumber daya sosial.34 

Mott memberi penegasan bahwa keadilan merupakan suatu respon atau tanggung jawab 

terhadap keadilan Tuhan.35 Dalam hal ini Mott bermaksud mengaitkan antara iman kepada Allah 

dan tindakan kepada sesama. Keadilan sebagai tanggung jawab umat Tuhan dapat berjalan 

selaras hanya dengan menjaga keseimbangan antara ibadah dengan kepedulian sosial (lih. Am 5: 

21-27). Nabi-nabi abad ke-8 sM mengecam tindakan raja-raja dan para pemimpin yang hanya 

memperhatikan rutinitas ibadah dan diri mereka sendiri namun mengabaikan keadilan sosial dan 

membiarkan kesenjangan dan penderitaan merajalela di kalangan umat.36 Mott menggunakan 

istilah principle redress untuk sikap berbelas kasih kepada orang lain. Mendenhall juga dengan 

jelas memperlihatkan bahwa antara keadilan dengan ibadah tidak bisa dipisahkan atau ibadah 

bukan berarti meninggalkan pergumulan sosial yang ada.37 

Mott memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Rawls yang menjelaskan 

bahwa keadilan dan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dalam masyarakat. Hukum 

akan kehilangan kekuatannya jika pemerintah tidak menegakkan keadilan. Dalam pemberitaan 

nabi-nabi terkait dengan penegakan keadilan yang dikritisi terlebih dahulu adalah para pemimpin 

umat atau pemerintah yang tidak menjalankan hukum dengan benar. Untuk membela hak rakyat 

miskin, Amos bersandar pada hukum tua yang menjamin hubungan benar dan adil di dalam umat 

Tuhan dan pada kebijaksanaan rakyat yang mencela kecongkakan, kerakusan dan sebagainya.38 

                                                            
32 Stephen Charles Mott, Biblical Ethics And Social Change, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 

59-64 
33 Gernaida, K. R. Pakpahan, Kristalisasi Keadilan Sosial, (Jakarta: STT Bethel, 2012), h. 114 
34 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls, (Yogyakarta: Kanisius, 

2001), h. 131 
35 Mott, h. 65-66 
36 Walter Zimmerli, The Law and The Prophets, (Oxford: Basil Blackwell, 1965), h. 61-65 
37 George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and The Ancient Near East, (Pittsburgh: Pensylvania, 

1955), h. 3-4 
38 Christoph Barth dan Marie-Claire Barth Frommel, Teologi Perjanjian Lama 2, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2010), h. 316 
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VIII. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika dari penulisan tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Keadilan Sosial Dalam Pancasila 

Bab ini memuat konsep keadilan sosial dalam Pancasila menurut Mubyarto. 

Bab III : Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos 

Bab ini menjelaskan mengenai konsep keadilan sosial yang terdapat dalam kitab Amos 

Bab IV : Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia 

Bab ini memuat konsep keadilan sosial di Indonesia pada konteks sekarang, yang akan 

dipertemukan dengan konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos. Pada bab ini akan ditemukan 

konsep keadilan sosial yang relevan bagi Indonesia saat ini. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Keadilan sosial adalah istilah yang berasal dari Allah dan melekat sebagai citra Allah 

yang dinyatakan dalam pembebasan, pemilihan dan pemeliharaan Allah. Keadilan akan 

terlaksana bila hukum Tuhan dipelihara sebagai suatu respon manusia terhadapi sikap saling 

mengasihi Tuhan dan sesamanya. Keadilan sosial akan terwujud bila masing-masing orang sadar 

dan bertanggungjawab akan hak dan kewajibannya. Untuk mengatasi krisis keadilan sosial yang 

menyebabkan semakin menganganya jurang kesenjangan sosial diperlukan kesadaran, 

kepedulian dan keprihatinan dari semua pihak baik orang miskin maupun orang kaya, baik 

rakyat, pemerintah, LSM maupun gereja.  

Konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos saling berkaitan dan saling melengkapi. 

Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki aspek yang 

multidimensional. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hal ekonomi saja tetapi juga 

berkaitan dengan keadilan di bidang hukum dan politik serta bagimana agama berperan dalam 

mewujudkan keadilan  sosial. Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa untuk membentuk 

masyarakat yang berkeadilan sosial maka harus dilakukan perbaikan di berbagai lini kehidupan. 

Hal utama yang secara serius harus dilakukan adalah revolusi mental dan perbaikan moral semua 

umat beragama dan seluruh rakyat Indonesia. Setiap umat beragama di Indonesia harus 

menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah mencari kesuksesan sepihak tetapi keseimbangan 

bersama. Oleh sebab itu setiap orang harus berani menolak segala sistem, cara dan tindakan yang 

bersifat merusak keseimbangan bersama. Jika setiap insan di negeri ini sudah berpikir demikian 

maka diharapkan para pemilik kekuasaan dalam pemerintahan akan menciptakan sistem dan 

struktur masyarakat yang berkeadilan sosial guna menjaga keseimbangan hidup bersama. 

Untuk itu, konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan sila keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia saat ini adalah keadilan sosial yang berprikemanusiaan yang 

berlandaskan sesamaku adalah pribadiku yang lain. Dengan konsep keadilan sosial yang 

demikian, diharapkan setiap orang dalam negeri ini bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dan menerapkan solidaritas moral dalam setiap tindakan dan keputusan baik dalam hal ekonomi, 

hukum dan politik. Dengan demikan visi keadilan sosial di Indonesia bisa bergerak dari wacana 

ke arena. 
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Dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, gereja diharapkan bisa menjadi 

masyarakat alternatif. Masyarakat alternatif bukanlah sekedar masyarakat spiritual tetapi juga 

masyarakat ekonomi. Sebagai masyarakat ekonomi, gereja tidak boleh menolak tuntutan 

obyektif terhadap efisiensi, perlunya keuntungan yang memadai untuk pengembangan usaha, 

inovasi, uang, bahkan perencanaan hidup yang bersifat kuantitatif. Gereja adalah bagian dari 

kehidupan berpolitik dan ekonomi bangsa ini. Untuk itu gereja tidak boleh anti terhadap 

masyarakat sistem ekonomi pasar. Namun dalam mengembangkan ekonominya, gereja harus 

sadar betul akan kehadiran Allah dalam pasar. Tujuan ekonomi gereja haruslah untuk 

memanusiakan manusia, yaitu memberikan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan dan 

membantu mereka yang lemah dan tak berdaya untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi 

haknya.  

Keadilan dan kebenaran adalah citra Allah yang melekat pada diri manusia, yang 

dinyatakan dalam sikap pemulihan, pembebasan, pengistirahatan, dan pemerataan ulang atas 

jumlah, kualitas, sumber ekonomi, sumberdaya alam, barang modal dan sumberdaya manusia. 

Kemakmuran dan keadilan sangat ditentukan oleh sikap dan relasi manusia dengan Allah. Gereja 

juga perlu mengembangkan sistem ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan, terutama bagi 

mereka yang tidak mampu berdikari dalam hal ekonomi. 

Salah satu contoh keterlibatan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dalam 

mengupayakan keadilan sosial guna menyejahterakan masyarakat di bidang ekonomi adalah 

didirikannya Yayasan Ate Keleng yang saat ini sudah membawahi Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP adalah salah satu unit pelayanan yang berfungsi 

untuk menyatakan misi pelayanan GBKP ditengah-tengah jemaat dan masyarakat. Melihat 

persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang dan yang 

semakin kompleks, GBKP berupaya  mengejawantahkan tugas gereja untuk memberitakan kabar 

baik sebagai tanda kasih Allah berupa pembebasan dan pemulihan atau perbaikan kehidupan 

manusia. Yayasan Ate Keleng GBKP menetapkan visi pemberdayaan masyarakat dibidang 

ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai visi tersebut, program pelayanan dilakukan secara 

terintegrasi melalui pendidikan dan penyadaran bersama-sama dengan jemaat (majelis jemaat), 

klasis, moderamen dan lembaga-lembaga GBKP. GBKP menyadari bahwa begitu besar potensi 

yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Yayasan Ate Keleng berfungsi sebagai 

mitra untuk bersama-sama menggali potensi yang ada demi mewujudkan keseimbangan ekonomi 

di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dengan adanya yayasan ini jemaat dan masyarakat bisa 

memperbaiki kehidupan perekonomiannya secara bertahap. 

©UKDW



126 
 

Gereja harus sadar betul bahwa dirinya adalah agen Allah untuk mewujudnyatakan  

keadilan di bumi. Gereja perlu menekankan kepada umat bahwa tujuan hidup bukanlah untuk 

mencari kesuksesan sepihak tetapi keseimbangan bersama. Mencapai kemakmuran tidak harus 

dilakukan dengan persaingan yang kejam dan eksploitasi alam yang berlebihan. Meskipun gereja 

menjadikan kasih sebagai landasan persekutuan dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat 

namun kasih itu haruslah kasih yang adil bagi setiap orang. Bukan kasih yang hanya dikhususkan 

bagi para pengusaha dan pejabat tinggi di dalam gereja. Dengan menunjukkan kepedulian 

terhadap mereka yang terpinggirkan, miskin, lemah dan tidak berdaya maka gereja sudah 

menjadi pelaku-pelaku keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu gereja juga harus 

mengembangkan sikap kritis terhadap hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan dan 

ketidakbenaran di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini fungsi suara kenabian yang 

berkomitmen dan mau berjuang guna mewujudkan keadilan sosial sangat diperlukan. 

 

B. SARAN 

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan 

sila ke-5 pancasila, gereja bisa memberikan pelayanan yang holistik dan kontekstual. Gereja 

memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ketidakadilan di negeri ini, yaitu 

uang, sumberdaya manusia, pengharapan dan kasih. 

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu: 

a) Gereja harus memiliki sense of crisis sebagaimana yang ditunjukkan Amos. Dengan 

membangkitkan kesadaran ini, gereja diharapkan memiliki motivasi untuk berjuang 

mengatasi krisis. Baik krisis ekonomi, krisis keadilan dan krisis lainnya. Dalam hal 

ini gereja dituntut untuk lebih kritis dalam menghadapi pelbagai krisis yang ada. 

b) Gereja bisa berperan sebagai katalisator dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi 

dari krisis yang dihadapi. Dengan berperan sebagai katalisator gereja akan menjadi 

jembatan antara jemaat yang kaya, berpendidikan dan lebih beruntung dengan jemaat 

yang lemah dan miskin. Gereja juga bisa menunjukkan kepeduliaannya terhadap 

sesama dengan mengembangkan berbagai kegiatan pelayanan gereja yang bisa 

bersentuhan langsung dengan masyarakat dan umat beragama lain. 

c) Gereja dapat memotivasi warganya untuk membangun lembaga-lembaga yang 

berfungsi memberdayakan/merealisasikan potensi ekonomi gereja. Dalam hal ini 

gereja bisa mendirikan koperasi yang berasas kekeluargaan dengan prinsip usaha 
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bersama. Dengan koperasi diharapkan umat bisa melatih diri untuk saling 

melengkapi, tolong-menolong serta mengasah keinginan untuk saling membantu 

dalam kesukaran hidup. 

d) Gereja perlu mengajarkan etika bisnis bagi warganya. Sebagai masyarakat ekonomi, 

bisnis sudah menjadi hal umum bagi warga gereja. Untuk itu gereja harus 

mengingatkan bahwa keuntungan finansial bukanlah tujuan utama dalam bisnis. 

Bisnis juga menuntut nilai atau kebajikan lainnya seperti kerja keras, kecerdasan, 

inisiatif, kreativitas dan kebenaran. Setiap tindakan para pelaku bisnis haruslah 

menggambarkan karakter Kristus. Dengan demikian bisnis tidak lagi dianggap 

sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan sepihak tapi lebih kepada 

mengusahakan keseimbangan hidup bersama.  
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